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PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Undang*Undang Nomor 15 Tahun 2022 ter,tang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (l,embaran Negara Republik
Indonsia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberrtukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Lrdonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,TarrrLahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kali teraktrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ferubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambatran l,embaran Negara Republik hdonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang..../2
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O22 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun2022 Nomor 158);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebljakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 238);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah @erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Ledonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkal ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG PROVINSI PAPUA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah hovinsi Papua Tengah.

3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.

4. Sekretaris Daerah, yang selaljutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Tengah.

5. Dinas adalah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Tengah.

6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Tengah.

7. Satuan Organisasi adalah bagran dalam organisasi pemerintahan pada Dinas
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Seksi dan Kepala Sub Bagian.

8, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

9. Kelompok Jabatan Pungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjangjabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB rr.../3
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(U Dinas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi
kependudukan dan catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan
kampung yang menjadi kewenangan daerah.

(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubemur melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membaltu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dan
pemberdayaan masyarakat dan kampung berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantual serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan catatan
sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung;

b. penyeienggaraan urusan pemerintahan dan pelayanarl umum di bidang
administrasi kependudukan dan catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat
dan kampung;

c, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan
catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan kampung berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

e. pelatsanaan ketatausahaan Dinas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan
Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian.../4
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1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dal Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dal Pencatatan Sipil, terdiri atas:
1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran penduduk;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, terdhi atas :

1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas :

1. Seksi Bina Lembaga Ekonomi Masyarakat;
2. Seksi Pemasaran Produk Unggulan Kampung-Kampung Adat; dan
3. Seksi Kerjasama Kampung-Kampung Adat.

f. Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan
Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat, terdiri atas:
1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Kapasitas Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, Pemetaan dan

Pendayagunaan Ruang Kampung-Kampung Adat ;

3. Seksi Pengembangan dan Penyagunaan Teknologi Tepat Guna.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas memimpin pelaksanacur tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf b merupakan
unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung j awab kepada
Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksalaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
Dinas' melaksanakan fungsi: 

a. penyiapan.../5
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a. penyiapan bahan koordinasi dan penJrusunan rencana program dan keuangan
di lingkungan Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaal,
kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan
Dinas;

d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
lal<sala di lingkungan Dinas;

e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

f. penyiapan bahal koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasa] 11

(l) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagial yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Huruf a
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijatan, evaluasi dan pelaporal kegiatan sub
bagtan.

(2) Subbagian Program dalam melaksanakan tugas menyelengarakan fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
c. menyiapkan bahan pengendalial program dan kegiatan di lingkungan

Dinas;
d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan;
f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata
usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga,
fasilitasi barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakal fungsi :

a. menyiapkal bahan perumusan kebijakan teknis di bidalg umum dal
kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pengoordinasial kebijakan teknis di umum dan
kepegawaian;

c. menyiapkan..../6
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c
d
e

f.

. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;

. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga, barang milik daerah dan

aset di lingkungan Dinas;
menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;

. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan
Dinas;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan
di lingkungar Dinas;

i. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi
jabatan fungsionai;

j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan
kepegawaian; dan

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal
11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan, bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaal kebijakan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan sub bagian.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
c. mengendalikan kegiatan dan anggaran;
d. menyiapkan bahan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan

pembukuan keuangan;
e. menyiapkan penyiapan pen1rusun€rn dan pengkoordinasian pembuatan

daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
g. melakukan pen).usunan rencana kebutuhan barang Dinas;
h. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Fasi-litasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

(1) Bidalg Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa,l 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasa-l 16

(1) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pentmusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Bidang Fasilitasi.../7
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(2) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penJrusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan

umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran
penduduk, pendataan penduduk dan di bidang pencatatan sipil meliputi
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaral
penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan
di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan,
monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datalg penduduk,
pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk,
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak, pewarganegaraan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supereisi di bidang pendaftaran
penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk,
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak, pewarganega-raan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil
di kabupaten/kota;

e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi
identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, pencatatan kelahiran,
kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak,
pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di
kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan bidang penyelenggaraan
pencatatan sipil di kabupaten/ kota.

Pasal 17

(1) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 18

(1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarala Pendaftaran Penduduk sebagaimana
pasal 17 ayat {1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk
meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk.

(2) Seksi Fasilitasi.../8
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(2) seksi Fasilitasi sarana dan Prasarana Pendaftaran penduduk dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran

penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;

b. penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendaftaran
penduduk fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi
identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan
pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk; dan

c. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk
meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan
penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk di
kabupaten/ kota.

Pasal 19

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil pasa-l 17 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang
fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran,
kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan
dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatal Sipil dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi fasilitasi sarana dan prasarana pencatatal sipil

meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen
pencatatal sipil;

b. penyiapan rencana kebutuhan sara-na dan prasarana pencatatan sipil
meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen
pencatatan sipil; dan

c. pelaksanaal fasilitasi sarana dan prasarana pencatata-n sipil meliputi
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status
anak, pewarganegaraan dan pengelolaal dokumen pencatatan sipil di
kabupaten/kota.

Pasal 2O

(1) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana pasal 17 ayat (1)

huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan perLrmusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan
teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelasanaan monitoring, evaluasi,
pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pencatatan sipil.

(2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil;

b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan eva-luasi pelaksanaan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota;

c. penyiapan..../9
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c.
d,

e.

penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
penyiapan pelaksanaan pembinaan pengeiolaan dokumen pencatatan
sipil di kabupaten/kota; dan
penyiapan bahan pelaporan di bidang pencatatan sipil.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukal

dan Pemanfaatan Data

Pasal 2 I
(i) Bidang Pengeioiaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfataan

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakal unsur
pelaksana di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatrin
data dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan
data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfataan Data.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata
kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi;

b. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di
kabupaten/ kota;

c. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.

Pasal 23

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 6 ayat (f ) huruf d, terdiri atas:
a. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(2) Seksi-seksi.... I lO
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(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data.

Pasal24

(1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebij akan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data
kependudukan.

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapal koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan,

pengolahan dan penyajian data kependudukan;
b. penyiapan bahan perencaraan dan perumusan kebijakan teknis sistem

informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

c. penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan

d. penyiapan dan pelaksanan pembinaan slstem informasi administrasi
kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan di
kabupaten/ kota.

d. penyiapan..../ 11

Pasal 25

(1) Seksi Kerj'a Sama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana pasal 23 ayat (1) huruf
b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan melaksanakan tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan kerja sarna administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi
inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator
Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasiiitasi sarana
dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

(2) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas
menyeienggarakan fungsi :

a. penyiapan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi
pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator
Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusankebijakan teknis keda sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan,
pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi
informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;

c. pelaksanan kebijakaa teknis kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi
pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator
Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
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d. penyiapan bahan pembinaan fasilitasi kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi
inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator
Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
dan

e. pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi
pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator
Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukandi
kabupaten / kota.

Pasal 26

(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana pasal 23 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan fasilitasi serta pelasanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi Kependudukan.

(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi :

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, peiaksanaan
pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusErn kebijakan
teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan
koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
kabupaten / kota; dan

d. penyiapan bahan pelaporan di bidang kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bagian Kedelapan..../ 12
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Bagian Kedelapan

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyaralat

Pasal 27

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pelaksana di bidang Usaha
Ekonomi Masyarakat berada di bawah dal bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaal Usaha Ekonomi Masyarakat.

(2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan

ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan
pemasaran produk unggulal kampung-kampung adat, kerjasama
kampung-kampung adat;

b. pelaksanaan kebijakal bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi
masyarakat, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan
pemasar€rn produk unggulan kampung-kampung adat, kerjasama
kampung-kampung adat;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan
teknis pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan produk
unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan kampung-
kampung adat, kerjasama kampung-kampung adat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan teknis
pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan,
serta promosi dan pemasaran produk unggulan kampung-kampung adat,
kerjasama kampung-kampung adat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan teknis
pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan,
serta promosi dan pemasaran produk unggulan kampung-kampung adat,
kerjasama kampung-kampung adat;

f. pelaksanaan administrasi bidang perencanaar teknis pengembangan
ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan
pemasaran produk unggulan kampung-kampung adat, kerjasama
kampung-kampung adat.

Pasal 29

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pasal 6 ayat (1) huruf e,
terdiri atas:
a. Seksi Bina Lembaga Ekonomi Masyarakat;
b. Seksi Pemasaran Produk Unggulan Kampung-Kampung Adat;
c. Seksi Kerjasama Kampung-Kampung Adat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pasal 30.... / 13
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Pasal 30

(1) Seksi Bina Lembaga Ekonomi Masyarakat sebagairnana pasal 29 ayat (1) huruf
a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dart pelaksanaan
kebijakan Bina Lembaga Ekonomi Masyarakat

(2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusa.n kebijakan pengembangan badan usaha milik

kampung dan badan usaha milik kampung bersama, pengembangan badan
pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat,
serta pengembangan kelembagaan investasi kampung, daerah tertinggal,
dan transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan badan usaha milik kampung dan
badan usaha miiik kampung bersama, pengembangan badan pengelola
kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta
pengembangan kelembagaan investasi kampung, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

c. pen1rusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan badan
usaha milik kampung dan badan usaha milik kampung bersama,
pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan
ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi
kampung, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan badan usaha
milik kampung dan badan usaha milik kampung bersama, pengembangan
badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi
masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi kampung, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

e. pelaksanaan evaluasi dal pelaporan pengembangan badan usaha milik
kampung dan badan usaha milik kampung bersama, pengembangan badan
pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat,
serta pengembangan kelembagaan investasi kampung, daerah tertinggal,
dan transmigrasi; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 3 1

(1) Seksi Pemasaran Produk Unggulan Kampung-Kampung Adat sebagaimana
pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dal pelaksanaan kebijakan Pemasaran Produk Ungguial
Kampung-Kampung Adat;

(2) Seksi Pemasaran Produk Unggulan Kampung-Kampung Adat dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakal fungsi:
a. penyiapan perlrmuszrn kebijakan pengembalgan strategi pemasaran.

pengembangan jaringan dan kerja s€una pemasaran, pengembangan
promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran
produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan strategi pemasaran. pengembangan
jaringan darr kerja sarna pemas€rran, pengembalgan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi;

c. penyusunan,.../ 14
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c. penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan strategi
pemas€rran. pengembangan jaringan dan kerja s€una pemasaran,
pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta
pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan strategi
pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran,
pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta
pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan strategi pemasaran.
pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan
promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran
produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 32

(1) Seksi Kerjasama Kampung-Kampung Adat sebagaimana pasal 29 ayat (ll
huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusal dan
pelaksanaan kebijakan Kedasama Kampung-Kampung Adat:

(2) Seksi Kerjasama Kampung-Kampung Adat dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan advokasi dan diseminasi kebijakan

pembangunan Kampung-Kampung Adat, pendampingan pembangunan
Kampung-Kampung Adat, kerja sama Kampung-Kampung Adat, serta
pembentukan dan pengembangan kawasan Kampung-Kampung Adat;

b. pelaksanaan kebijakan advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunal
Kampung-Kampung Adat, pendampingan pembangunan Kampung-
Kampung Adat, kerja sama Kampung-Kampung Adat, serta pembentukan
dan pengembangan kawasan Kampung-Kampung Adat;

c. penyusunan nofina, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan
pembangunan Kampung-Kampung Adat, pendampingan pembangunan
Kampung-Kampung Adat, kerja sama Kampung-Kampung Adat, serta
pembentukan dan pengembangan kawasan Kampung-Kampung Adat;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan pembangunan
Kampung-Kampung Adat, pendampingan pembangunan Kampung-
Kampung Adat, kerja sama Kampung-Kampung Adat, serta pembentukan
dan pengembangan kawasan Kampung-Kampung Adat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan Kampung-
Kampung Adat, pendampingan pembangunan Kampung-Kampung Adat,
kerja sanna Kampung-Kampung Adat, serta pembentukan dan
pengembangan kawasan Kampung-Kampung Adat

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kesembilan

Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan
Potensi Kampung-Kampung Adat

Pasal 33

(1) Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan
Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana di bidang
kelembagaan dan pengembalgan partisipasi masyarakat, pemanfaatan
Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan
Potensi Karnpung-Kampung Adat berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas' 

(2) Bidang Kelembagaan... / 15
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(3) Bidang Kelembagaan, Pengembangan partisipasi Masyarakat dan
Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 34
(1) Bidang Kelembagaan, Pengembangan partisipasi Masyarakat dan

Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perllmusan dan pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan Kelembagaan, Pengembangan partisipasi Masyarakat
dan Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat.

(2) Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan
Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi

masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan
potensi Kampung-Kampung adat;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat,
pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan potensi
Kampung-Kampung adat;

c. pen5rusunan nofina, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat
dan pengembangan potensi Kampung-Kampung adat;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kelembagaan
ekonomi masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dan
pengembangan potensi Kampung-Kampung adat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan ekonomi
masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan
potensi Kampung-Kampung adat; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 35

(1) Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan
Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. Seksi Penguatan Kelembagaa-n Masyarakat dan Kapasitas Masyarakat;
b. Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, Pemetaan dan

Pendayagunaan Ruang Kampung-Kampung Adat;
c. Seksi Pengembangan dan Penyagunaan Teknologi Tepat Guna.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan
Pengembangan Potensi Kampung-Kampung Adat.

Pasal 36

(1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Kapasitas Masyarakat
sebagaimana pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perLlmusan dal pelaksanaan kebij akan Penguatan Kelembagaan
Masyarakat dan Kapasitas Masyarakat:

(2) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Kapasitas Masyarakat dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan.../16
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a. penyiapan perumus€rn kebijakan penguatan kelembagaan masyarakat dan
kapasitas masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan penguatan kelembagaan masyarakat
dan kapasitas masyarakat;

c, pen1rusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan
penguatan kelembagaan masyarakat dan kapasitas masyarakat;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penguatan kelembagaan
masyarakat dan kapasitas masyarakat;

e. pelalsanaal evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat
dan kapasitas masyarakat; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 37

(1) Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, Pemetaan dan Pendayagunaan
Ruang Kampung-Kampung Adat pasal 35 ayat (f) huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, Pemetaan dan Pendayagunaan Ruang
Kampung-Kampung Adat;

(2) Seksi Pemberdayaal Adat dan Sosial Budaya, Pemetaan dan Pendayagunaan
Ruang Kampung-Kampung Adat dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan adat dan sosiai budaya,
pemetaan dan pendayagunaan ruang Kampung-Kampung adat;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial
budaya, pemetaan dan pendayagunaan ruang Kampung-Kampung adat;

c. penJrusunan nofirra, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan
pemberdayaan adat dan sosial budaya, pemetaan dan pendayagunaan
ruang Kampung-Kampung adat;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penguatan pemberdayaan adat
dan sosial budaya, pemetaan dan pendayagunaan ruang Kampung-
Kampung adat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penguatan pemberdayaan adat dan
sosial budaya, pemetaan dan pendayaguna€rn ruang Kampung-Kampung
adat; dan

f. pelaksanaan urus€rn ketatausahaan.

Pasal 38

(1) Seksi Pengembangan dan Penyagunaan Teknologi Tepat Guna sebagaimana
pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pelayanal fungsional dalam penl'usunal kebijakal teknis, rencana, dan
program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi
tepat guna dalam rangka peningkatan daya saing masyarakat kampung,
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(2) Seksi Pengembangan dan Penyagunaan Teknologi Tepat Guna dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan
kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan
teknologi tinggi, dan pengembangan teknologi digital dalam rangka
pengembangan daya saing kampung, daerah tertinggal, dan transmigrasi:

b. pelaksanaan pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan
teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, dan pengembangan
teknologi digital rangka pengembangan daya saing kampung, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

c. peiaksanaan.... / 17



-17 -

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kreativitas dan inovasi,
pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, dan
pengembangan teknologi digital dalam rangka pengembangan daya saing
kampung, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud datam pasal 6 ayat (1)
huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga datam jenjang jabatan fungsional
tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(21 Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat
dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepa-la Dinas.

Pasal 42

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KER.]A

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya,
sesuai dengan tugas masing-masing.

(21 Setiap pimpinan satua-n organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan
pengawasan bawahan masing-masing dan bila tedadi penyimpangan agar
mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertalggunglawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan
tepat waktu.

(5) Setiap laporan..../ 18

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39
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(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan 56foagai bahan untuk pen5rusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada
satuan orgalisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keq'a.

A Dahm melaksanakan hrgasnya setiap pimpinan sahran organisasi wajib memberikan
bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapa.t Dinas secara berkala.

Pasal 44

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas,
Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat
setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 45
Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi,
pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orEurg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire

pada tanggal 18 November 2022

PJ, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
cAP/',I-rD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesu dengan aslinya
Plt. KEP BIRO HUKUM,

ENASE YOTENI, SH, M.Si
IP. 19650902 199610 1001
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI DAN PEMBERDAYAAN MASYAITAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA TENGAH

SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPECAWAIAN

Seksi Penguatan Kelenlbagaan Masyarakat dan
Kapasitas Masyankat

Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya,
Pemetaan dan Pendayagunaan Ruang Kampung-

kampung Adat

Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
'Iekffrogi Tcpat Cuna

KEPALA DINAS

SEKRETAzuS

KEI,. .'ABATAN
FUNGSIONAL SUBBAGIAN

KEI.JANGAN DAN
PERLIiNGKAPAN

SUBBAGIAN
PROGRAM

BIDANC FASII.ITASI
PENDAI--TARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIIPIL

BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINl S'IRASI

KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA

BIDANG PEMBERDAYAAN
USAHA EKONOMI

MASYARAKAT

BIDANG KELEMBAGAAN,
PENGEMBANCAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DAN PFNGEMBANGAN
POTENST KAMPLNC-KAMPUNG ADAT

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan

Seksi llasilitasi Sarana dan Prasarana
Pendaflaran Penduduk

Seksi Bina l-cmbaga Ekonomi
Masyarakal

Seksi Sarana dan Pmsamna Pencatala.
sipil

Seki Kerja Sama dan Inovasi
PelEyanan

Seksi Pemasaran Produk UnggulaD
KampuoE-kampung Adat

Seksi Nlonitoring dan Evaluasi Seksi Kerja Sama Kampurg-kampung AdatSeksi Monitoring dan Evalua-,;i

IJPTD
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dengan aslinya
BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 I 001

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

H. GUBERNUR PAPUATENGAH,
cAP/ITD

RIBKA HALUK

4

Salinan
PIt. KE

I


